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NOMOR : 061.1/230/1991 ~
TENTANG t

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA i
IKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA ‘

: a, bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Peme ' =
rintahan dan pembangunan di Kotamadya Daerah

Tingkat II Salatiga secara berdaya guna dan bex | it
hasil guna, perlu adanya kejelasan kedudukan, i
tugas dan fungsi setiap perangkat Remerintahan yang 4
ada dalam Wilayah Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingket II Salatiga sesuai dengan peraturan per
undang,-undangan yang berlaku ;

b, bahwa dengan ke jelasan kedudukan, tugas dang fung
si setiap perangkat pemerintahan di Wilayah Pe =
merintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga aw=
kan mendorong tercapainya suatu koordinasi yang - ffj
serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan masyg \jé
rekat yang dinemis dan maju sesual dengan pro e "jfg
gram Pemerintah yang telah ada j Wi

c., bahwa sehubungan dengan itu dan karena sampai sg i
at ini belum ada pedoman tentang Pola Organisasi i
Pemerintah Daerah dan Wilayah Kotamadya Daerah =
Tingkat II Salatiga serta dalam rangka merealigg
si Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Ja
wa Tengah Nomor 061.1/9€/1982 tentang Pelaksana-
an Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Ja
wa Tengah tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 061.1/
95/1982 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daere=
rah dan Wilayah Tingkat II se Jawa Tengah, maka
perlu menetapkan Pola Organisasi Pemerintah Dae- ﬂ:;
rah dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salg
tiga, dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Dae=-
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Undang~-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok=pokok Pemerintahau di Daerah ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962  tentang
Perusahaan Daerah ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang
Pokok-pokok Perbankan ;

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 ten-
tang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Parncasi-
la ;

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 ten-
tang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangun
an Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Ta =
hun 1976 tentang Pembentukan Badan Pertim -
bangan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Ta
hun 1977 tenteng Pola Organisasi Pemerintah
Daerah dan Wilayah ; '

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Ta
hun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susup
an Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 5

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Ta =
hun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Ta-
ta Kerja Pertahanan Sipil di Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Ta
aun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Ta=
ta Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Ting =
kat I, Sekretariat Kotamadya Daerah Ting -
kat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rak
yat Daerah Tingkat II ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Ta
hun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati/Walie
kotamadya ;

13. Keputuaay ., « . «



13.

14,

15,

16.

17

18,

19

20,

2L,

- 3 -

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tae
hun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Direktorat Agraria Propinsi dan Kantor
Agraria Kabupaten/Kotamadya ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Taw
hun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Direktorat Sosial Politik Propinsi dan
Kantor Sosial Folitik Eabupaten/Kotamadya ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Taw~
hun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi
dan Kantor Pembangninan Desa Kabupaten/Kotama
dya 3

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 200 Taw
hun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotama =
dya ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tae
hun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Tingkat II 3

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Taw
hun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoe=
man Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Dag
rah Tingkat I dan Badan Pembinaan Pendidikan
Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengama],
an Pancasila Daerah Tingkat II ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Ta =
hun 1982 tentang Pembentukan Badan Pembinaan
Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasita Daerah Tingkat II;
Keputusan Menteri Dalan Negeri Nomor 274 Tae
hun 1982 tentang Pedom:n Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Dae -
rah Tingkat I ;

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional =~
Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tg
ta Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nae
glonal di Propinsi dan Kantor Pertanahan die
Kabupaten/Kotamadya

MEMUTUSKAN : & « o o
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MEMUTUSKAN:

pkan ¢ KEPUTUSAN WALIKOT/MADYA KEPALA DAERAH TING «
) KAT II SALATIGA TENTANG POLA ORGANISASI PEME
RINTAH DAERAH DAN WILAYAH KOTAMADYA DAERAH -
TINGKAT II SALATIGA,

§ o ey el R
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

eputusan in’ yang dimaksud dengan :

Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala
erah Tingkat II Salatiga ;

merintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Ting
kat 11 Salatiga ;

erah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

*Virah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai hatas wilayah tertentu

it yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan me=
v sun rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesaw=
uan Republik Indonesia, sesual dengan peraturan perun =
dang-undangan yang berlaku ;

Wilayah administratif selamjutnya disebut Wilayah adg
al' lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyeleng

garakan pelaksanaan tugas Pemerintah Umum di Daerah ;

Pemerintah Wilayah adalah Kepala Wilayah beserta perange
t lainnya yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan U-
um di Daerah ;

ngkat Daerah adalah semua perangkat yang menyeleng =
kan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Da

ngkat Pemerintah Pusat di Daerah, yang selanjutnya dj
but Perangkat Pemerintah, adalah Perangkat yang menye=
lenggarakan urusan Pemerintahan yang masih menjadi wewe-
dan tanggung jawab Pemerintah Pusat di Daerah,yang

iri dari perangkat Wilayah dan Instansi Vertikal ;

i, Peranghat . . . . .
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Perangkat Wilayah adalah semua perangkat yang me-
nyelenggarakan urusan pemerintah umum di Daerah ;

Instansi vertikal adalah Perangkat Departemen a -
tau lembaga Pemerintah non Departemen yang mempu-
nyai lingkungan kerja di Wilayah yang bersangkut-

Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Daerah Tingkat I Iy
di Daerah Tingkat II, i

3&B 11
ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DAN WILAYAH
TINGKAT II SE JAWA TENGAH

Bagian Pertama
Perangkat Pemerintah Daerah L
Pasal 2 L

rangkat Pemerintah Daerah terdiri dari :
. Walikotamadya Kepala Daerah ;
., Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
Badan Pertimbangan Daerah ;
Sekretariat Kotamadya/Daerah ;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
f, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
ﬁigf.;?‘ 0 Dinas Daerah ; :
o : Badan-badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Peru -
#  rahaan-perusahaan atau Bank-bank Daerah sebagai

h yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
Jang berleku ;

{, Unit Pelaksanaan Daerah sebagai akibat perkembange
an Daerah yang bersangkutan, ditetapkan sesual de=
e " ngan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Cabang Dinas ;

Badan Usaha Milik Daerah Tingkat I di Daerah,

Bagién Kedua
Perangkat Pemerintah Wilayah
Pasal 3

rangkat Pemerin“ah Wilayah terdiri dari :

a., Walikotamadyaesseo L




o Walikotamadya Kepala Daerah ;
Sekretariat kotamadya/ Daersh ;
Inspektorat Wilayah Kotamadya ;

» Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Peng
hayatan dan Pengamalan Pancasila ;

o Instansi vertikal ;

+ Unit Pelaksana Wilayah,

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAIN SUSUNAN
ORGANISASI PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH

Bagian Ketigau
Walikotamadya Kepala Daerah
Pasal L

' ikotamadya Kepala Daerah mempunyai kedudukan seba-
. bagai

Pimpinan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang -
bertanggung Jjawab kepada Gubernur Kepala Daerah ;

Unsur Pemerintah Daerah sesual dengan ketentuan da=
lam Pasal 13 ayat (1) Undéng-undang Nomor 5 Tahun
1974 3

¢, Pimpinan seluruh perangkat Pemerintahan Daerah.,

Pasal 5

11ikotamadya Kepala Daerah dalam kedudukan selaku une

sur Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan lan =
fan kebijaksanaan umum bersama Dewan Perwakilan Rake

:t Daerah, serta menyelenggarakan segala urusan Peme=-
ntahan Daerah,

Pasal 6

ntuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 5 Ke-
ghmusan ini, Walikotamadya Kepala Daerah mempunyai =
fungsi

‘ﬁ=s; memimpin Daerah sesuai dengan tugas pokok sebagaimg

na tersebut pada Pasal 5 Keputusan ini serta membia
na seluruh Perangkat Daerah agar berdaya guna dan
berhasil guna ;

menentukar kebijaksanaan pelaksanaan dan pengamanan

teknis . . .



Bagian Keempat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 7

}%%Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan sebagal
sir Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal

Pasal 8

h Perwakilan Rakyat Daerah mempunyal tugas bersama Wa =
tamadya Kepala Daerah menetapkan kebijaksanaan umum Pe-

Pasal 9

‘,yksama-sama Walikotamadya Kepala Daerah melaksanakan pg

turan perundang-undangan yang wewenang pelaksanaannya
tugaskan kepada Daerah ;

Pasal 10

1an. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sesuai de
eraturan perundang-undangan yang berlaku,

Bagian . .
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Bagian Kelima
Badan Pertimbangan Daerah
Pasal 11

ertimbangan Daerah mempunyai Kedudukan sebagai badan
ibangan bagi Walikotamadya Kepala Daerah,

Pasal 12

v?ertimbangan Dae:ah mempunyai tugas memberikan pertim
gen Kepada Walikotamadya Kepala Daerah,

y Badar. Pertimbangan Daerah mempunyai fungsi memberi-
rtimbangan Kepada Walikotamadya Kepala LCaerah vuenge -

 fﬂ:ik diminta maupun tidak diminta,
Pasal 14

Badan Pertiibangan Daerah ditetapkan sesuai dengan
an perundang-undangan yang berlaku,

Bagian Keenam
Sekretariat Kotamadya Daerah
Pasal 15

fretariat Kotamadya Daerah berkedudukan sebagai unsur .

emerintah Daerah, mempunyai tugcs membantu Walikotamg
}mla Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah,

Pasal 17

&k

uk ﬁanyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Keputqﬂ
‘3;Sekretariat Kotamadya Daerah mempunyai fungsi

a, mengadakan , . . e



n dan pengembangan mengznai urusan rumah tang;a Dae=
ah yang bersangkutan dan tugas pembantuam ;

150 mEd - ' engadakan hubungan masyarakat mengenai urusan rumah

s mcngadakan pendidikan dan latihan pegawai Daerah dan

l . Pegawai Neger. Sipil Pusat yang diperbantukan Kepada
emerintah Daerah di Tingkat IT ;

engadakan pengolahan dan penilaian administrasi me =
genai pelaksanaan pembangunan Daerah yang bersangkut

Pasal 18

nan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya
ah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-un -

Bagiaa Ketujuh
Badan Perencanaan Pembanguian Daerah
Pasal 19

dan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kedudukam
agal unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung
awab langsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah,

Pasal 20

adan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas mep
antu Walikotamadya Kepala Daerah dalam menentukan kebie

ksanaan dibidang perencanaan Pembangunen Daerah serta
W}@m penilaian atas pelaksanaannya,

Pasal 21

tuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Ke =
san ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempu-

yai fungsi
‘mepayusun rencana pembangunan Daerah
nenyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan

encana-rencana tersebut pada huruf a di atas, yang

dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan =
| cpada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah pue
at untuk dimasukkan kedalam program tahunan Daerah

ingkat I dan program tahunan Nasional s

o

Ce MelakukaNeoe



melakukan koordinasi perencanaan diantara Dinagedi e
‘nas Daerah, Instansi-instansi vértikal dan Kecamatan

Kecamatan yang berada dalam lingkungan Kotamadya Dag
reh Tingkat II ;

menyusun Rencana Anggaran Fendapatan dan Belanja Dag

rah bersama-sama dengan Bagian Keuangan ;

mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan Rep
cana Pembangunan Daerah untuc kepentingan penilaian
tentang laju pelaksanaan mau>un tentang penyesuaiane

penyesuaian yang diperlukan (i dalam program-program
dan proyek-proyek ;

“mengadakan penelitian mengenai permasalahan dan sume
ber potensi Daerah secara menyeluruh untuk kepenting

an perencanaan pembangunan Daerah

- melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang diberikan
. 0leh Walikotamadya Kepala Daerah.
Pasal 22

unan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pep
_g nan Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan per
dangan-undangan yang berlaku,

Bagian Kedelapan
Sekretariat Dewan Perpwakilan
Rakyat Daerah

Pasal 23

N‘ryang membantu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Dag
ah dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya,

Pasal 24

Pasal 25

uk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Kew

mempunyal fungsi Koordinesi, perencanaan spembinaan

nistrasi, penyelenggaraar persidangan-persidangan,
¢anan dan ketertiban kedalam,

Pasal 26 e o o+ @



Pasal 26

“n Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Per =

7 ﬂdang-undangan yang berlaku,
“ont 5 Bagian Kesembilan
Dinas Daerah
Pasal 27

Déerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana-
uémbantu den bertanggung jawab langsung kepada Walie

TS €48

Pasal 30

nan Organisasi dar Tatakerja Dinas Daerah ditetapkan
dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku,

Bagian Keseptluh
Badan Usaha Milik Daerah
Pasal 31

‘Kepala Daerah dalam bidang usaha Daerah,

Pasal 32 e o s o o
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Pasal 32

Baglan Kesebwlas
"nit Pelaksana Daerah

Pasal 33

it Pelaksana Daerah berRedudukan sebagai Unit pelcksana

tkniec yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung
pada Walikotamadya.,

pkan sesual dengan peraturan Perundang—undangan yang
‘lrlaku.

Bagian Keduabelas

Cakang Dinae

Pasal 35

bang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Daersh Tingkat I
‘p»paerah Yang berada dibawah dan bertangegung Jawab langsung
‘képada Kepala Dinas Daerah Tingkat I,

Pasal 36
ang Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Daerah
gkat I dalam bidang yang menjadi tanggung Jawabnya dan

}ﬂlgksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala
inas Daerah Tingkat I,

Pasal 37

¥ntuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 36 Keputug
1 s cabang Dinas mempunyai fungsi :

melaksanakaa Kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan
dan pembinaan, memberikan perijinan sesuai dengan Kebijaj

naan tugas sesuai dengan keijaksanaan yang ditetapkan
eh Kepala Dinas Daerah Tingkat I berdasarkan peraturan
rundang-undangan yang berlaku,

e R R e
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Pasal 38

p'Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas ditetapkan
i dengan peraturan perundang-undangan yang bherlaku,

Paglan Ketiga belas
Badan Usaha Milik Daerah
Tingkat I di Daerah

Pasal 39

adan Usaha MilikDaerah Tingkat I yang berbentuk Perusahg
perusahaan dan Bank-bank Daerah Tingkat I di Daerah yang
kedudukan sebaggi unsur-unsur usaha yang bertangguag ja=-

Pasal 40

unan (rganisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah
at I di Daerah ditetapkan sesual dengan peraturan pe =
ng-undangan yang berlaku,

BAB XV ‘
KEDUDUKAN TUGAS POKOK FUNGSI DAN
SUSUNAN CRGANISASI PERANGKAT PEMERINTAH
WILAYAH

Bagian Keempat belas
Walikotamadya Kepala Daerah

Pasal 4l

otamadya Kepala Daerah mempunyai Kedudukan :
bagai Kepala PemerintaanWilayah Kotamadya yang ber -
ténggung Jawab Kepada Gubernur Kepala Daerah ;

sebagai pimpinan Perangkat Wilayah di Daerah yang ber-
sangkutan,

Pasal L2

ikotamadya Kepala Daerah dalam Kedudukan selaku Kepala
erintahan Wilayah, mempunyai tugas mencvtapkan pelaksam
rta menyelenggarakan segala urusan Pemerintahan, pem
nan dan pembinaan Kehidupan masyarakat dalam Wilayah
adya yang bersangkutan, :

Pasal 43
Untnk [ ] L] [ ] L ] L] L] L L ]




- 1l -

ntukk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 42 Ke -

tﬁsan ini, Walikotamadya Kepala Daerah mempunyai fungsi :
mengepalai Wilayahnya sesuai dengan tugas'sebagaimana ELJ
maksud dalam pasal 42 serta membina seluruh perangkat {1k
Wilayah Kotamadya dan Instansi vertikal Departemen Da-~ L
lam Negeri d:lam Wilayahnya ; i

membina ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kotamadya ;

melaksanakan Kegiatan pembinaan Idiologi Negara,Politilc.
dalam Negeri serta pembinaan Kesatuan Bangsa ;

mengadakan knordinasi Kegiatah Pelaksanaan antara’peréng
kat Daerah, Perangkat Wilayab dan Instansi Vertikal di -

Wilayah Kotamad}}a yang bersangkutan ;

imembimbing, membina dan mengawasi jalannya tertib peme-
rintahan di Daerah sampai ke tingkat terendah ;

melaksanakan segala tugas pemerintahan yang tidak terma-
suk tugas sesuatu Instansi laj anya,

Bagian Kelima. belas
SBKRETARIAT KOTAMADYA / DAERAH

Pasal Lk
Sekretarist Kotamadya/Daerah mempunyai Kedudukan sebagai -

sur Staf yang berada dibawah dan be:tangsungAjawab lange
. Bung kepada Walikotamadya Kepala Daerah dalam penyelengga

an pemerintahan Wilayah,

Pasal 45 ‘
etariat Kotamadya/Daerah mempunyai tugas memberikan i
wan teknis dan administrasi Kepada Walikotamadya Kepa= :
aerah dan seluruh perangkat Wilayah Kotamadya lainnya

ilayah yang bersangkutan,

5 188 k. Pasal 46

Tntui menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 45 Kepu-

gan ini, Sekretariat Kotamadya/Daerah mempunyai fungsi : |
Vo 'mengadakan perencanaan, pembinaan administrasli, pembing

: rsangkutan ; ‘
& S Jf;f‘ ngadakan hubungan masyarakat mengenai penyelenggaraan
Pemerintahan Kotamadya yang bersangkutan ;

Co mongadakan o ¢ o o o o



; Pasal 47
susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya /
rah ditetapkan sesuai dengan jeraturan perundang-undang

yang berlaku,

Bagian Keenam belas
Inspektorat Wilayah Kotamédya

Pasal 48

ispektorat Wilayah Kotamadya mempunyai kedudukan sebagai
gr pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikotamadya Kepala Daerah dalam bidang Pengawaaan
sys Ié'fuatas jalannya Pemerintahan Daerah yang bersangkutan,
Pasal 49

nspektorat Wilayah Kotamadya mempunyai tugas melakukan pg
gﬁasanAumum atas jalannya Pemerintahan Daerah yang ber -

,(zngkutan.

Pasal 50

'-uk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 49 Keputug
ini, Inspextorat Wilayah Kotamadya mempunyai fungsi :
mengadakan pemeriks aan terhadap Perangkat Wilayah /Da-
erah disemua tingkat dan Instansi vertikal Departemen -
Dalam Negeri dilingkungan Kotamadya yang bersangkutan

berdasarkan ketentuan dan standard yang berlaku,

mengadikan pengujian dan penilaian lappran berkala dari
perangkat Wilayah/Daerah di semua tingkat. dan Instansi
" vertikal Departemen Dalam Negeri di lingkungan Kotama-
A dya yang bersangkutan berdasarkan ketentuan dan standard

yang berlaku ;

engadakan penyelidikan mengenai kebenaran laporan dan
pengaduan.tentang hambaten ,penyimpangan atam penyalahe
gunaan wewenang yang dilekukan oleh Perangkat Wilayah/
Daerah disemua tingkat dan Instansi vertikal Departemen

Dalam Negeri di Wilayah yang bersangkutan.

Pasal51.,.....



Pasal 51
usunan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat. Wilayah

otamadya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang=-
dangan yang berlaku,

g Bagian Ketujuh belas

e R Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman

e . Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP=7)
Pasal 52

"'3adan Pembinaan Pendidikan Pelaksana Pedoman Penghayatan
‘Qﬁgn Pengamalan Pancasila, yang selanjutuya disingkat BP=7
¢ adalah badan Staf yang langsung berada dibawah dan ber -
§énggung jawab Kepada Walikotamadya Kepala Daerah,

Pasal 53

" BP-7 mempunyai tugas membantu Walikotamadya Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan pendidikan P-4 di Daerah dan mela-
kukan pengendalian pemnyelenggaraannyae

Pasal 54 _
WMmim,WJmmwwnfmmi:

a, menyiapkan dan merumuskan kebijaksanaan dan program pg
| laksanaan mengenai pendidikan pelaksanaan P=l berdasar
kan kebijaksanaan dan program nasional dikalangan mase
yarakat dan lingkungan lembaga-lembaga Pemerintah di =
Daerah} ‘

b, melakukan penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P-4
yang diselenggarakan oleh Organisas-i masyarakat dan
lembaga-lembaga Pemerintah di Daerah 3

¢, melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasivkégiat-
an pendidikan pelaksanaan Pek yang diselenggarakan O=-
leh Organisasi masyarakat. dan Lembaga-lembaga Pemerine
tah di Daerah 3

, melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan de ngan pen-
didikan pelaksanaan P-4 sesuail dengan petunjuk Waliko=
tamadya Kepala Daerah. :

Pasal 55
Susunan ¢ ¢ o © o o o o



usunan Organisasi dan Tata Kerja BP-7 ditetapkan sesuai

engan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Bagian Kedelapan belas
Pembantu Walikotamadya

; Pasal 56

iPembzntu Walikotamadya adalah Pejabat Pemerintah Pusat

g berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
ikotamadya Kepala Dgerah.

: Pasal 57
embantu Walikotamadya mempunyai tugas membantu Walikotamaw

Pasal 58

"Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 57 Kepuw

usan ini, Pembantu Walikotamadya mempunyai fungsi :
melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan atas
‘' jalannya pemerintahan umum dan pembangunan ;

menyelenggarakan kegiatan dalam rangka perumusan kebijak-
sanaan pelaksanaan ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali=
kotamadya Kepala Daerah,

Pasal 59

usunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembantu Walikota-
dya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
hg berlaku.

Bagian Kesembilan belas
Instansi Vertikal

; Pasal 60

nstansi vertikal Departemen dan Non Departemen berkeduduk-
xsebagai aparat Departemen dan Non Departemen yang menye-
nggarakan kegiatan pelaksanaan yang menjadi tanggung ja -

bnya di wilayah Kotamadya,

Pasnl. Bl .« & v o

{
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Pasal 61

Bagian Kedua puluk

ook Coit Unit Pelaksana Wilayah

Pasal 62

 Pelaksana Wilayah berkedudukan sebagai Aparat Departe-
Dalam Neger. yang diperbantuvkan Kepada Walikotamadya Ke
Daerah selaku Kepala Wilayah untuk menangani masalzh =
ah dibidangnya masing-masing di Kotamadya sesuai dengan

Pasal 63

P | i BAB VU
Lom TATA KERJA
SR Eo). ¢ v
Pasal 64
1B e alam melaksanakan tugas pemerintahan di Dgerah Walikotg
ﬁ%é madya Kepala Daerah melaksanakan Koordinasi atas perangkat
od ﬁﬁ it Daerah dengan Perangkat Wilayah dan antar Perangkat Peme-

rintah di Daerah serta Perangkat Daerah dengan Perangkat
Qemerintah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan per-

53 alam herencanakan dan menetapkan kebijaksanaan Pemerin-
od tah Daerah, Walikotamadya Kepala Daerah, bekerja sama de-
& ' ngan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuail dengan Peratur

1

Paszl 650 e o o o



Pasal 65

setiap Satuan Organisasi dalam Lingkungan Perangkat
ilayah dan Inrtansi Vertikal memimpin dan mengkoordi
bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan

Pasal 66

_getiap Satuan Organisasi sebagai tersebut dalam Pa =

Pasal 67

setiap Satuan Organisasi sebagei tersebut dalam Pasal

Pasal 68

Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Kotamadya
Tingkat II Salatiga sebagaimana terlampir, yang merupa
ian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,

Bk B Vi1
KETENTUAN LAIN=LAIN
Pasal 69

y Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah/Wilayah -
1 rendah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang

yang berlaku,
BAB VII
PENUTUP

Pasal 70

:
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Pasal 7

al-hal lain yang belum diatur ialam Keputusan ini ditg
fkpapkan tersendiri oleh Walikotanadya Kepala Daerah Ting
kat II Salatiga. ;
Pasal 72

eputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 1 Oktober 1991.

MADYA KEPALA DAERAH
GKAT II SALATIGA

S~

3 INDR@PARNO

Keputusan ini disamplkan
Kepada Yth. 3
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